
FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang 

OBLIGASI SYARI’AH 
 

  سمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ

 
Dewan Syari’ah Nasional, setelah: 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar 
modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini 
didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang 
yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada 
Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga 
pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh 
tempo kepada pemegang obligasi;  

  b. bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. tersebut 
di atas, yang telah diterbitkan selama ini, masih belum 
sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat 
mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang 
sesuai dengan syariah; 

  c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan 
prinsip syariah, Dewan Syari’ah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 

Mengingat  1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah [5]:1: 

   ايدِ أَيقُوا بِالْعفُوا أَوونآم نا الَّذِيه…  
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”. 

  2. Firman Allah SWT, QS. Al-Isra’ [17]: 34: 

   …لاًوئُوسكَانَ م دهدِ، إِنَّ الْعها بِالْعفُوأَو  
   “…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungan jawabnya.” 

  3. Firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah [2]: 275: 

ذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه لَّا   
بيع مِثْلُ الربا، الشيطَانُ مِن الْمس، ذَلِك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْ
وم اءَهج نا، فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحهِ ةٌ مِظَعِوبر ن
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 فَأُولَئِك ادع نمإِلَى اللَّهِ، و هرأَمو ،لَفا سم ى فَلَههتفَان
   هم فِيها خالِدونَرِأَصحاب النا

   “Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

  4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf 
al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: 

ين الْمسلِمِين إِلاَّ صلْحا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ صلْح جائِز بلاَ   
روطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو شلَى ع حراما والْمسلِمونَ

  .أَحلَّ حراما
   “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram.” 

  5. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, 
dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. 
bersabda: 

 )رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما( ضرر ولاَضِرارلاَ   

   “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain.” 

  6. Kaidah Fiqih: 

صلُ فِي الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى لأَاَ   
  تحرِيمِها

   “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

  مشقَّةُ تجلِب التيسِيرلْاَ   
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   “Kesulitan dapat menarik kemudahan.” 

  حاجةُ قَد تنزِلُ منزِلَةَ الضرورةِلْاَ   
   “Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” 

  ت بِالْعرفِ كَالثَّابِتِ بِالشرعِبِاثَّلاَ   
   “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 

dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ 
(selama tidak bertentangan dengan syari’at).” 

Memperhatikan : 1.  Pendapat  para ulama tentang keharaman bunga;  

  2.  Pendapat para ulama tentang keharaman obligasi 
konvensional yang berbasis bunga; 

  3.  Pendapat para ulama tentang obligasi syariah yang 
meliputi obligasi yang menggunakan prinsip 
mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna’, ijarah 
dan salam;  

  4.  Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN/IV/2001 
tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa 
Dana Syariah; 

  5.  Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang 
Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna’, Jual 
Beli Salam, dan Ijarah; 

  6.  Surat dari PT. AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 
tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi 
Syariah; 

  7.  Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah 
Nasional MUI tanggal 14 September 2002 tentang 
obligasi syariah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH  

Pertama  Ketentuan Umum 
  1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu 

obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar 
berdasarkan bunga;  

  2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi 
yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 

  3.  Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka 
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 
Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang 
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada 
pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee 
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 
tempo. 
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Kedua : Ketentuan Khusus 
  1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi 

syariah antara lain: 
a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh 
b. Musyarakah  
c. Murabahah  
d. Salam  
e. Istishna 
f. Ijarah;  

  2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak 
boleh bertentangan dengan syariah dengan 
memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 
20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Investasi untuk Reksa Dana Syariah; 

  3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten 
(Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah 
Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non 
halal; 

  4. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi 
Syariah sesuai akad yang digunakan; 

  5. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti 
akad-akad yang digunakan. 

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan 
  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Keempat : Penutup 
  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

 Ditetapkan di : Jakarta 
 Tanggal          : 06     Rajab     1423 H. 
  14 September 2002 M. 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 



 

FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang 

OBLIGASI SYARI’AH MUDHARABAH 
 

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 
Dewan Syari’ah Nasional, setelah: 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar 
modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini 
didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang 
yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Emiten 
kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar 
bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada 
saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi;  

  b. bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. tersebut 
di atas yang telah diterbitkan selama ini, masih belum 
sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat 
mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang 
sesuai dengan syariah; 

  c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan 
prinsip syariah, Dewan Syari’ah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 

Mengingat  1.  Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

   
دِ يقُوا بِالْعفُوا أَوونآم نا الَّذِيهاأَي … 

   “Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” 

  2.  Hadis Nabi SAW riwayat Al-Thabrani dari Ibn Abbas ra. 

   
ارضال مالْم فَعطَّلِبِ إِذَا ددِ الْمبع نب اسبا الْعنديةً كَانَ سب

اِشترطَ علَى صاحِبِهِ أَنْ لاَ يسلُك بِهِ بحرا ولاَ ينزِلَ بِهِ وادِيا 
مِنض لَ ذَلِكةٍ، فَإِنْ فَعطْبكَبِدٍ ر ةً ذَاتاببِهِ د رِيتشلاَ يو .

 هازلَ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَأَجوسر طُهرلَغَ شرواه (فَب
 ) الأوسطالطبراني في

   Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta 
sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib 



33   Obligasi Syariah Mudharabah     2 

Dewan Syariah Nasional MUI 

nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni 
lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika 
persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 
menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membolehkannya. 

  3.  Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib 
   

: ثَلاَثٌ فِيهِن الْبركَةُ : أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ
وخلْطُ الْبر بِالشعِيرِ لِلْبيتِ لاَ , والْمقَارضةُ, لَى أَجلٍاَلْبيع اِ
 لِلْبيعِ 

   Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: 
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), 
dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar 
(jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 
dijual. 

  4.  Hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf 
   

اَلصلْح جائِز بين الْمسلِمِين إِلاَّ صلْحا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ 
ا حرم حلاَلاً أَو حراما والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطً

 .أَحلَّ حراما
   Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin 

kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang 
haram. 

  5.  Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan 
yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri: 

   
 ارلاَضِرو رررواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما(لاَض( 

   Seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri 
maupun orang lain 

  6.  Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: 
   

أنَّ الرسولَ صلى االله عليه وسلم دفَع دِينارا إلى حكيمِ بنِ 
 )رواه أبو داود والترمذي(حِزامٍ لِيشترِي له بهِ أُضحِيةً 

   Nabi SAW menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin 
Hizam untuk membeli hewan qurban (HR. Abu Dawud 
dan Al-Tirmidzi) 

  7.  Ijma’ para ulama tentang kebolehan menggunakan 
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prinsip Mudharabah dalam investasi sebagaimana 
dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (V/135) 
dengan mengutip keterangan Ibnul Mundzir dalam Al-
Ijma’, Al-Kasani dalam Bada-i’ Al-Shanai’, Al-Shan’ani 
dalam Subulus Salam (III/103), Al-Zarqani dalam Syarhu 
Al-Muwattha’ (IV/319) dan Wahbah Al-Zuhaily dalam 
Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu (IV/838). 

  8.  Kaidah Fiqih 

اَلأَصلُ فِي الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى    
 تحرِيمِها

   “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

 اَلْحاجةُ قَد تنزِلُ منزِلَةَ الضرورةِ   
   “Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” 

 اَلثَّابِت بِالْعرفِ كَالثَّابِتِ بِالشرعِ   
   “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 

dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ 
(selama tidak bertentangan dengan syari’at).” 

Memperhatikan : 1.  Pendapat para ulama tentang bolehnya mem-fasakh akad 
Mudharabah, karena berpandangan bahwa akad 
Mudharabah adalah ghairu lazim, diantaranya : Al-
Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj, Juz II hal 
319; Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, V hal 179; Al-
Kasani dalam Bada-i’ Al-Sana-i’, Juz VIII hal 3655; 

  2.  Pendapat ulama tentang bolehnya pembagian pendapatan 
Mudharabah sebelum jatuh tempo selama disepakati 
dalam akad . Lihat: Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz V/57; 

  3.  Pendapat para ulama tentang kewajiban Mudharib untuk 
menjamin pengembalian dana Mudharabah dalam hal 
terjadi ta’addi (melampaui batas), taqshir (lalai), atau 
mukhalafah al-syuruth (pelanggaran syarat akad). Lihat: 
Wahbah Al-Zuhaily dalam Al-Fiqh Al-Islamy Wa 
Adillatuhu (V/3944) dan Muhammad Abdul Mun’im Abu 
Zaid dalam Nahwa Tathwir Nidzam Al-Mudharabah fi 
al-Masharif al-Islamiyah (hal.127); 

  4.  Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan 

kepemilikan porsi (ةحِص) suatu surat berharga selama 

disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu 
surat berharga (bi-idzni syarikihi).  Lihat: Wahbah Al-
Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu;  

  5.  Surat dari PT AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 
tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi 
Syariah; 
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  6.  Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah 
Nasional MUI tanggal 14 September 2002. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH 
MUDHARABAH 

Pertama : Ketentuan Umum 

  1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka 
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 
Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang 
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada 
pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee 
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 
tempo.  

  2. Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah 
yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memper-
hatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudha-
rabah.  

  3. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah 
Mudharib sedangkan pemegang Obligasi Syariah 
Mudharabah adalah Shahibul Mal 

Kedua : Ketentuan Khusus 

  1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah 
Mudharabah adalah akad Mudharabah; 

  2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak 
boleh bertentangan dengan syariah dengan 
memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 
20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Investasi untuk Reksa Dana Syariah; 

  3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten 
(Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah 
Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non 
halal; 

  4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah 
ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi 
(penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah; 

  5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara 
periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat 
jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan; 

  6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan 
Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk 
oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi 
Obligasi Syariah Mudharabah dimulai;  

  7. Apabila Emiten (Mudharib) lalai dan/atau melanggar 
syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, Mudharib 
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Dewan Syariah Nasional MUI 

berkewajiban menjamin pengembalian dana 
Mudharabah, dan Shahibul Mal dapat meminta Mudharib 
untuk membuat surat pengakuan hutang; 

  8. Apabila Emiten (Mudharib) diketahui lalai dan/atau 
melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas 
kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah 
Mudharabah (Shahibul Mal) dapat menarik dana Obligasi 
Syariah Mudharabah; 

  9. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat 
dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam 
akad.  

Ketiga  Penyelesaian Perselisihan 
  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Keempat  Ketentuan Penutup 
  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

 Ditetapkan di : Jakarta 
 Tanggal          : 06     Rajab     1423 H. 
  14 September 2002 M. 

 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

 
 

 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
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PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR    18/POJK.04/2015 

TENTANG 

PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri 

Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan penyempurnaan 

peraturan mengenai Penerbitan Efek Syariah dengan 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3608); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK. 

 

 

OTORITAS JASA KEUANGAN  

REPUBLIK INDONESIA 

 

SALINAN 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti 

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian 

yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi 

(syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya. 

2. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab 

terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa 

syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan 

perusahaan. 

3. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum 

Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal 

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis 

Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak 

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal 

dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya 

yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - 

Majelis Ulama Indonesia. 

4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang 

bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta 

mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal 

terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di 

Pasar Modal. 

5. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis 

antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

6. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat 

ASPM adalah:  

a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman di bidang syariah; atau  

b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya 
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memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 

syariah,  

yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi 

pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal 

dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan 

pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa 

syariah di Pasar Modal. 

 

Pasal 2 

Aset yang menjadi dasar Sukuk wajib tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

  

Pasal 3 

Aset yang menjadi dasar Sukuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dapat terdiri atas: 

a. aset berwujud tertentu (a’yan maujudat); 

b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) 

tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 

c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan 

ada; 

d. aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); 

dan/atau 

e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath 

ististmarin khashah). 

 

Pasal 4 

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib 

mematuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan 

perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal. 

  

Pasal 5 

(1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib 

mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk 
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dalam Penawaran Umum tersebut dari Dewan Pengawas 

Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah. 

(2) Pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib: 

a. disampaikan Emiten yang bukan merupakan 

Perusahaan Menengah atau Kecil kepada Otoritas 

Jasa Keuangan sebelum Emiten dapat memulai 

mengumumkan Prospektus Ringkas serta dimuat 

dalam Prospektus Ringkas dan Prospektus; atau 

b. disampaikan Emiten yang merupakan Perusahaan 

Menengah atau Kecil kepada Otoritas Jasa 

Keuangan sebelum Emiten dapat memulai 

mengumumkan Prospektus Awal dan Prospektus 

serta dimuat dalam Prospektus Awal dan 

Prospektus. 

(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah atau anggota Tim Ahli 

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki izin ASPM sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar 

Modal. 

 

BAB II 

PENERBITAN 

 

Pasal 6 

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum 

Sukuk wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di 

sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan 

Pendaftaran, Penawaran Umum, dan peraturan terkait 

lainnya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

 

Pasal 7 

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum 

Sukuk oleh Emiten wajib disertai dokumen tambahan sebagai 

berikut: 

a. hasil pemeringkatan Sukuk sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar 
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Modal yang mengatur mengenai Pemeringkatan Efek 

Bersifat Utang dan/atau Sukuk;  

b. perjanjian perwaliamanatan Sukuk;  

c. Akad Syariah yang dipergunakan dalam penerbitan 

Sukuk; 

d. surat pernyataan Emiten yang menyatakan bahwa: 

1. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan 

2. selama periode Sukuk, aset yang menjadi dasar 

Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip 

Syariah di Pasar Modal; 

e. surat pernyataan dari Wali Amanat Sukuk yang 

menyatakan Wali Amanat Sukuk mempunyai 1 (satu) 

orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan 

yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki 

pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di 

bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang 

perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang 

memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang 

bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; 

f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib 

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal 

jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;  

g. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam 

Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten 

atau Tim Ahli Syariah; dan 

h. perjanjian penjaminan Emisi Efek yang memuat bahwa 

dana hasil Penawaran Umum diterima Emiten paling 

lambat pada saat penyerahan Sukuk. 

 

Pasal 8 

Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan 

Penawaran Umum Sukuk oleh Emiten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 wajib mengungkapkan informasi tambahan 

sebagai berikut: 
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a. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Emiten 

menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar 

Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah 

di Pasar Modal; 

b. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta 

penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan 

dalam penerbitan Sukuk; 

c. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak; 

d. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan 

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai 

dengan karakteristik Akad Syariah; 

e. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau 

imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; 

f. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau 

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai 

dengan karakteristik Akad Syariah; 

g. hasil pemeringkatan Sukuk; 

h. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai 

dengan karakteristik Akad Syariah; 

i. sumber dana yang digunakan untuk melakukan 

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai 

dengan karakteristik Akad Syariah; 

j. jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai, dan 

status kepemilikan (jika ada); 

k. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi 

hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai 

dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan 

sesuai karakteristik Akad Syariah); 

l. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah 

jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang 

menjadi dasar Sukuk; 

m. ketentuan apabila Emiten gagal dalam memenuhi 

kewajibannya; 

n. mekanisme penanganan dalam hal Emiten gagal dalam 

memenuhi kewajibannya;  
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o. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak 

dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian 

perwaliamanatan; dan 

p. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam 

Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten 

atau Tim Ahli Syariah. 

 

Pasal 9 

Emiten wajib menyajikan Laporan Keuangan yang telah 

diaudit untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam 

Prospektus, dalam hal Emiten yang melakukan Penawaran 

Umum Sukuk telah memiliki kewajiban penyampaian laporan 

keuangan secara berkala. 

 

BAB III 

PERUBAHAN STATUS SUKUK 

 

Pasal 10 

(1) Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi 

sebagai berikut:  

a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; 

dan/atau 

b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad 

Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, 

yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip 

Syariah di Pasar Modal. 

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sukuk berubah menjadi utang piutang dan 

Emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang 

piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk. 

  

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 

 

Pasal 11 

Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum 

Sukuk untuk membiayai kegiatan atau melakukan investasi 
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yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar 

Modal. 

 

BAB V 

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK 

 

Pasal 12 

(1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib 

menyusun perjanjian perwaliamanatan Sukuk. 

(2) Ketentuan mengenai perjanjian perwaliamanatan dalam 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak 

perwaliamanatan Efek bersifat utang berlaku mutatis 

mutandis untuk penyusunan perjanjian 

perwaliamanatan Sukuk. 

(3) Perjanjian perwaliamanatan Sukuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan 

tambahan antara lain: 

a. uraian tentang Akad Syariah yang menjadi dasar 

Sukuk; 

b. uraian tentang aset yang menjadi dasar Sukuk; 

c. penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai 

dengan karakteristik Akad Syariah; 

d. sumber dana yang digunakan untuk melakukan 

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa 

sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; 

e. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau 

imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad 

Syariah; 

f. jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai dan 

status kepemilikan (jika ada); 

g. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau 

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa 

sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; 

h. uraian tentang kewajiban Wali Amanat Sukuk untuk 

mengambil segala tindakan yang diperlukan: 
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1. untuk memastikan kepatuhan Emiten terhadap 

pemenuhan Akad Syariah; 

2. untuk memastikan aset yang menjadi dasar 

Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah di Pasar Modal;  

3. dalam hal Emiten melakukan pelanggaran atas 

pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan 

Prinsip Syariah di Pasar Modal atau 

pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah 

dan/atau perjanjian perwaliamanatan 

(wanprestasi); dan 

4. untuk tetap mewakili kepentingan pemegang 

Sukuk sampai dengan terpenuhinya 

penyelesaian seluruh kewajiban Emiten kepada 

yang bersangkutan ketika Sukuk berubah 

menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2). 

i. ketentuan mengenai nilai Sukuk menjadi utang 

piutang jika Sukuk berubah menjadi utang piutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan 

penyelesaian kewajiban Emiten atas utang piutang 

dimaksud; 

j. kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan 

pemegang Sukuk sampai dengan seluruh haknya 

dipenuhi Emiten termasuk jika Sukuk berubah 

menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (2); 

k. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika 

terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi 

sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika 

diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah); 

l. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan 

mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, 

dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk yang 

memuat: 
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1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan 

setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat 

Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk); 

2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk 

yang tidak setuju terhadap perubahan 

dimaksud; dan 

3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada 

pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan 

Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli 

Syariah. 

m. ketentuan mengenai kegagalan Emiten dalam 

memenuhi kewajibannya; 

n. mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian 

dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi 

kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf m 

dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar 

Modal; dan 

o. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan 

tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian 

perwaliamanatan. 

 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Wali Amanat 

dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak 

perwaliamanatan Efek bersifat utang berlaku mutatis 

mutandis bagi Wali Amanat Sukuk. 

 

BAB VI 

KETENTUAN SANKSI 

 

Pasal 14 

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang 

Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang 

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak 

yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: 
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a. peringatan tertulis;  

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pembekuan kegiatan usaha; 

e. pencabutan izin usaha; 

f. pembatalan persetujuan; dan 

g. pembatalan pendaftaran.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf 

g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului 

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara 

tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. 

 

Pasal 15 

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan 

tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan 

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

 

Pasal 16 

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 kepada masyarakat. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 17 

(1) Kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah atau Tim 

Ahli Syariah memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) selama 2 (dua) tahun sejak 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat 

digantikan oleh orang perseorangan yang memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah 

Pasar Modal sepanjang yang bersangkutan melapor 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) 

bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal. 

(2) Orang perseorangan yang telah menyampaikan laporan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat menjadi anggota Dewan Pengawas 

Syariah atau anggota Tim Ahli Syariah meskipun belum 

memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah 

Pasar Modal. 

 

Pasal 18 

Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini namun belum menjadi efektif tetap mengikuti 

Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-

181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek 

Syariah. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku, angka 3 Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 

tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 20 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta      

pada tanggal    3 November 2015 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER  

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

             

            ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal    10 November 2015 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H.LAOLY  

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 269 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum1 
Departemen Hukum 
 
 
ttd 
 
Sudarmaji 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR    18/POJK.04/2015 

TENTANG 

PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK  

 

I. UMUM 

Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat 

tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur 

pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya 

regulasi yang jelas dan mudah dipahami serta diterapkan sehingga 

regulasi tersebut menjadi regulasi yang dapat diterima pasar (market 

friendly). Selanjutnya, mengingat Efek Syariah memiliki karakteristik yang 

khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik 

masing-masing jenis Efeknya. 

Dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya 

penyempurnaan atas Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-

181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, 

mengingat peraturan tersebut mengatur penerbitan berbagai jenis Efek 

Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan 

khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek Syariah. Hal tersebut sejalan 

dengan praktik yang berlaku umum (common practice) dan standar 

internasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah 

satu dari 5 (lima) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor IX.A.13, 

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang 

Penerbitan Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai penerbitan 
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Sukuk sekaligus menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan 

Nomor IX.A.13.  

Adapun beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan 

Sukuk tersebut antara lain meliputi penyempurnaan definisi Sukuk, 

pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk dan 

penerbitan Sukuk (underlying asset), pengaturan perjanjian 

perwaliamanatan, pengaturan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah 

atau Tim Ahli Syariah dalam penerbitan Sukuk, dan simplifikasi dokumen 

Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Sukuk. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Yang dimaksud dengan “aset yang menjadi dasar Sukuk” adalah aset 

yang menjadi dasar penerbitan Sukuk maupun selama umur Sukuk. 

Contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar 

Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan: 

a. perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

b. jasa keuangan ribawi;  

c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) 

dan/atau judi (maisir); dan 

d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau 

menyediakan antara lain:  

1. barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi); 

2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-

ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - 

Majelis Ulama Indonesia; dan/atau  

3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Cukup jelas. 

  

Pasal 5 

Ayat (1) 

Dalam hal Emiten mempunyai Dewan Pengawas Syariah, 

pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk yang diterbitkan oleh 

Emiten dapat diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah Emiten 

dimaksud. Dalam hal Emiten tidak mempunyai Dewan 

Pengawas Syariah, maka pernyataan kesesuaian syariah atas 

Sukuk dalam Penawaran Umum dilakukan oleh Tim Ahli 

Syariah yang ditunjuk oleh Emiten. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Prospektus adalah Prospektus 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar 

Modal. 

Yang dimaksud dengan Prospektus Awal adalah Prospektus Awal 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Awal. 

Yang dimaksud dengan Prospektus Ringkas adalah Prospektus 

Ringkas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai 

Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum. 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal  

yang mengatur mengenai Prospektus Awal adalah Peraturan 

Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 

tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus 

Awal dan Info Memo. 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai Prospektus Ringkas adalah Peraturan 

Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 

tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman 
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Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka 

Penawaran Umum. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum 

antara lain sebagai berikut: 

a. Peraturan Nomor IX.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-44/PM/1996 tanggal  

17 Januari 1996 tentang Tata Cara Untuk Meminta Perubahan 

Dan Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran; 

b. Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal  

17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum; 

c. Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal  

27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo; 

d. Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal  

27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; 

e. Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal  

27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum; 

f. Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2001 tanggal  

8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan 

Sebelum Penawaran Umum; 

g. Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:  

KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; 



- 5 - 
 

 

h. Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:  

KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang 

Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;  

i. Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor:  

KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang 

Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; dan 

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 

tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang 

dan/atau Sukuk. 

 

Pasal 7 

Huruf a  

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang 

dan/atau Sukuk adalah Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan 

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. 

Huruf b 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai perjanjian perwaliamanatan Sukuk adalah 

Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan 

Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 

Huruf c 

Jenis-jenis Akad Syariah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai akad-

akad yang digunakan dalam penerbitan Efek syariah di Pasar 

Modal yaitu Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, 

Wakalah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 
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Huruf m 

Yang dimaksud dengan “gagal dalam memenuhi kewajibannya” 

adalah tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal 

mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak 

perwaliamanatan Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor 

VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal  

6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak 

Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.  

Ayat (3) 

Huruf a  

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Uraian tentang aset yang menjadi dasar Sukuk paling 

sedikit terdiri dari jenis/bentuk aset, lokasi aset, status 

kepemilikan aset, status aset (sebagai jaminan atau tidak) 

dan implikasi hukum dan ekonomi yang menyertainya (jika 

ada), serta nilai aset berdasarkan hasil penilaian dari 

Penilai. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h  

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Yang dimaksud dengan “pelanggaran atas pemenuhan 

kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di 

Pasar Modal” antara lain berupa pelanggaran atas 

Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar 

Sukuk.  

Yang dimaksud dengan “pelanggaran kewajiban dalam 

Akad Syariah dan/atau perjanjian perwaliamanatan 

(wanprestasi)” antara lain Emiten tidak membayar bagi 

hasil, marjin, imbal jasa atau nilai pokok Sukuk sesuai 

dengan perjanjian. 

Angka 4 

Cukup jelas. 

 



- 9 - 
 

 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan 

nilai Sukuk yang diterbitkan” adalah nilai objek yang 

menjadi dasar Sukuk mengalami perubahan dan tidak 

cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi 

hasil, marjin, imbal jasa (fee), atau nilai pokok Sukuk. 

Huruf l 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Contoh mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk 

yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud 

adalah pembelian kembali Sukuk atau pembatalan 

terhadap perubahan dimaksud. 

Angka 3 

Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas 

Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah diperoleh 

sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang 

Sukuk (RUP Sukuk). 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan “gagal dalam memenuhi 

kewajibannya” adalah tidak memenuhi kewajiban finansial 

dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar 

Modal.  

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan 
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Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-

412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum 

dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 

 

Pasal 14  

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa: 

a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan 

efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan  

b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan 

bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka 

penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

Perusahaan Terbuka. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

  

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

  

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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